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Pada penelitian ini akan dirumuskan model pelayanan kesehatan di Puskesmas 
yang berpihak kepada masyarakat. Tujuan khusus penelitian ini adalah 
pengembangan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. Model yang dikembangkan dapat menjadi wadah bagi 
partisipasi masyarakat di Kota Tangerang Selatan dalam rangka untuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu telaah dokumen, pengamatan lapangan, 
dan wawancara dengan para informan, yaitu meliputi aparatur pemerintah daerah 
(dinas kesehatan, kepala Puskesmas, dan petugas Puskesmas) Kota Tangerang 
Selatan, wakil kelompok/organisasi profesi/Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
bergerak di bidang pelayanan publik, kader kesehatan, dan pengguna layanan 
Puskesmas. Pada tahun pertama, hasil penelitian yang diharapkan adalah 
diperolehnya gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan di Puskesmas, yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan, 
dan evaluasi penyelenggaraan layanan, serta mengetahui faktor-faktor yang 
mendukung dan menghambat tingkatan partisipasi masyarakat. Hasil temuan yang 
diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam 
pelayanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas belum berjalan 
sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditandai dengan belum adanya maklumat 
pelayanan sebagai indikasi keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan 
layanan. Namun demikian, pada prakteknya secara parsial komponen-komponen 
yang merupakan bagian dari maklumat pelayanan sudah diaplikasikan. Komponen 
maklumat pelayanan ditandai dengan adanya standar pelayanan minimal, alur 
pelayanan, dan tersedianya kotak pengaduan dan nomor telepon untuk 
menampung keluhan, kritik, dan saran. Partisipasi masyarakat juga diwujudkan 
dengan melibatkan kader-kader kesehatan di tingkat RT dan kelurahan, meskipun 
masih berpusat pada layanan di luar gedung. Penelitian ini merekomendasikan 
untuk pengembangan lebih lanjut model partisipasi masyarakat dalam pelayanan 
kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan.  
 







1.1 Latar Belakang  
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu fungsi 
terpenting dari aktivitas pemerintahan. Fungsi pelayanan adalah aktualisasi dari 
kontrak sosial yang diberikan masyarakat kepada pemerintah dalam konteks 
hubungan pemerintahan. Karena itu, fungsi pelayanan publik adalah fungsi 
fundamental yang diemban oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di 
daerah. Dalam kerangka inilah pemerintah seharusnya melakukan proses 
pengaturan alokasi sumber daya dalam rangka mengoptimalkan penyediaan 
pelayanan publik.  
Undang-undang (UU) No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) memiliki kewenangan yang luas 
dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan publik. Kesehatan merupakan salah 
satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh daerah, baik kabupaten 
maupun kota. Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh kabupaten atau kota 
merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk 
memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
faktor kesehatan ditempatkan sebagai salah satu tolak ukur bagi keberhasilan 
pembangunan nasional di samping pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan 
demikian terdapat kesadaran bersama yang menempatkan pembangunan 
kesehatan sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia 
(SDM). 
Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB) di Provinsi 
Banten menyikapi pentingnya aspek kualitas SDM. Hal ini terlihat dalam salah 
satu misi ke Kota Tangerang Selatan yaitu membangun SDM yang produktif 
melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguasaan IPTEK 
yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan, hukum dan sosial budaya. Misi tersebut 
diterjemahkan ke dalam Peraturan Walikota (Perwali) Tangerang Selatan No. 6 
Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
Tangerang Selatan. Dalam Perwali No. 6 Tahun 2011 diatur tentang strategi 
pembangunan kesehatan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 
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melalui penyediaan layanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kesehatan 
keluarga, kewaspadaan pangan dan gizi, penanganan penyakit menular dan tidak 
menular, penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan promosi kesehatan. 
Salah satu upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam penanganan 
bidang kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan di Pusat Kesehatan 
Masyarakat atau disingkat Puskesmas. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat 
penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan 
masyarakat, serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas 
merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas 
diposisikan sebagai unit pelaksana di tingkat kecamatan yang melaksanakan 
tugas-tugas operasional pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Kota 
Tangerang Selatan.  
Puskesmas di Kota Tangerang Selatan merupakan unit pelaksana teknis 
kesehatan di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. 
Keberadaan puskesmas memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara 
kesehatan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Puskesmas sebagai pusat 
pengembangan, pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan pos 
terdepan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila Puskesmas 
berfungsi secara optimal maka akan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang 
berkualitas bagi masyarakat pengguna. Masyarakat membayar dengan biaya yang 
murah, bahkan gratis, dengan harapan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 
memuaskan. Tabel berikut ini menggambarkan sebaran Puskesmas yang berada di 
Kota Tangerang Selatan.  
Tabel 1 
 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan 
 
No Nama puskesmas 
1 Pisangan 
2 Rengas  
3 Pondok Ranji 
4 Pondok Betung 
5 Pondok Pucung 
6 Pondok Kacang Timur  
7 Paku Alam  
8 Serpong II  
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No Nama puskesmas 
9 Benda Baru 
10 Pondok Benda  
11 Rawa Buntu  
12 Bakti Jaya  
13 Situ Gintung  
14 Ciputat Timur  
15 Ciputat  
16 Pamulang 
17 Jombang 
18 Kampung Sawah  
19 Setu 
20 Kranggan  
21 Serpong  
22 Pondok Jagung  
23 Pondok Aren  
24 Jurang Mangu  
25 Parigi  
 Sumber: www.tangselkota.go.id 
Akan tetapi penyerahan kewenangan kepada daerah tidak serta-merta 
meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Gejala seperti 
ini juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Puskesmas belum sepenuhnya 
dimanfaatkan secara optimal. Fungsi Puskesmas sebagai sarana pelayanan 
kesehatan ibu dan anak, pengobatan umum, pelayanan gizi, dan penyuluhan 
kesehatan tidak semulus yang diharapkan. Fungsinya terhambat oleh keterbatasan 
fasilitas, tenaga, maupun minimnya program yang dijalankan, dan terbatasnya 
peran serta masyarakat.  
Pada umumnya citra atau image Puskesmas masih kurang baik dalam 
mutu pelayanan maupun dari daya tarik fisik bangunan. Belum seluruhnya 
Puskesmas mengoptimalkan fungsi tenaga medis, para medis yang memiliki daya 
saing dan profesional di bidangnya. Hal itu terungkap dari hasil survei yang 
dilakukan Tangerang Public Transparency Watch (Truth) terhadap responden di 
tujuh kecamatan di Tangerang Selatan. Responden dimintai tanggapannya soal 
layanan publik, antara lain bidang kesehatan. Kinerja aparatur pemerintahan 
pascapemekaran dinilai tidak lebih baik ketimbang sebelum pemisahan wilayah 
(pemekaran) itu dari Kabupaten Tangerang (Koran Tempo, 26-05-2011). 
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Meskipun tengah menuju kota layak anak, namun gizi buruk di Tangerang Selatan 
masih menjadi permasalahan belum terselesaikan. Masih adanya balita menderita 
gizi buruk merupakan indikasi belum optimalnya pelayanan kesehatan (Tangsel 
Pos, 17-02-2012). Hal ini menandakan belum optimalnya pelayanan publik 
bidang kesehatan yang diselenggarakan Pemkot Tangerang Selatan. 
Persoalan yang menyertai pelayanan kesehatan merupakan cermin dari 
kondisi pelayanan publik pada umumnya. Rendahnya kualitas pelayanan 
kesehatan tidak terlepas dari anggapan bahwa masyarakat yang membutuhkan 
pelayanan dan bukan dipandang sebagai hak. Apabila masyarakat yang 
membutuhkan maka masyarakat harus menerima pelayanan yang diberikan 
dengan tingkat pelayanan apapun. Padahal masyarakat diwajibkan untuk 
memberikan kontribusi atau membayar pelayanan dengan harga yang ditetapkan, 
bahkan sering kali masih ditambahkan biaya non tarif. Selain itu, masyarakat 
sebagai shareholder juga diharuskan membayar pajak untuk membiayai 
pelayanan publik. Meskipun sudah membayar pajak, membayar ongkos pelayanan 
publik masih ditambah biaya non tarif, masyarakat masih merasakan pelayanan 
publik yang diberikan masih kurang memuaskan. 
Terkait dengan gejala di atas, Islamy (1998: 7) berpendapat bahwa  
birokrasi publik di sektor pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan 
sebagainya, berada dalam suatu kondisi yang dikenal dengan istilah 
organizational slack yang ditandai dengan menurunnya kualitas pelayanan yang 
diberikannya. Masyarakat pengguna pelayanan banyak mengeluhkan akan 
lambannya penanganan pemerintah atas masalah yang dihadapi dan bahkan 
mereka telah memberikan semacam public alarm agar pemerintah sebagai instansi 
yang paling berwenang, responsif terhadap semakin menurunnya kualitas 
pelayanan kepada masyarakat segera mengambil inisiatif yang cepat dan tepat 
untuk menanggulanginya. 
Pada titik inilah akuntabilitas publik sangat dibutuhkan untuk menjamin 
pelayanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas wajib 
dijalankan oleh organisasi publik yang menggunakan dana dan fasilitas publik 
untuk melayani kepentingan publik (Wasistiono, 2002: 54). Persoalan 
akuntabilitas publik adalah menyangkut kewajiban penyelenggara pemerintah 
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untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat luas tentang apa yang 
dilakukan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan oleh masyarakat. Ini 
berarti, akuntabilitas publik menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh 
pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan. 
Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik merupakan bagian yang 
tidak bisa dipisahkan dari persoalan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. 
Bagaimanapun juga, otonom daerah bertujuan meningkatkan partisipasi 
masyarakat dan akuntabilitas publik. Agar pelayanan publik membaik kualitasnya, 
maka pemerintah harus didorong agar peduli pada kewajibannya. Dari sudut 
partisipasi, UU No. 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik memberikan ruang 
yang cukup luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik, mulai dari penyusunan kebijakan, implementasi, monitoring 
dan evaluasinya. UU No. 25 tahun 1999 mewajibkan partisipasi masyarakat dalam 
penyusunan standar pelayanan (Pasal 20) serta sampai pada evaluasi standar 
pelayanan (Pasal 39 Ayat 1), masyarakat dapat membentuk lembaga pengawasan 
publik (Pasal 39 Ayat 3), melakukan pengawasan eksternal berupa laporan atau 
pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Pasal 29 Ayat 
3).  
Dengan adanya mekanisme yang dijamin oleh undang-undang di atas, 
masyarakat diharapkan dapat memperoleh haknya dengan lebih mudah, cepat, dan 
memuaskan. Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna 
pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum 
yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik. 
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dibutuhkan 
kajian akademis bagi pengembangan model partisipasi masyarakat dalam 
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas. Pengembangan 
model partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat 
menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Tangerang Selatan, 





1.2  Tujuan Khusus 
Tujuan khusus penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai  
keikutsertaan masyarakat dalam pelayanan Puskesmas dan mengembangkan 
model partisipasi masyarakat yang tepat dalam keseluruhan proses pelayanan 
kesehatan di Puskesmas di Kota Tangerang Selatan.  Model yang dikembangkan 
diharapkan dapat menjadi rujukan bagi partisipasi masyarakat di Kota Tangerang 
Selatan dalam rangka membangun sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
di Puskesmas yang adil, transparan, dan akuntabel. 
1.3  Urgensi Penelitian 
 UU No. 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik memberikan jaminan bagi 
pemenuhan pelayanan publik yang layak dan memberikan ruang yang cukup luas 
bagi partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Urgensi dari penelitian ini menunjuk pada dua aspek, yaitu: 
1. Aspek akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
terhadap perkembangan konsep keilmuan, khususnya di bidang pelayanan 
publik yang dilakukan melalui pemahaman teoritis yang lebih mendalam 
tentang partisipasi masyarakat dan peranannya terhadap peningkatan 
kinerja pelayanan publik. 
2. Aspek praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi 
pemerintahan daerah, khususnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan, 
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 






2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
2.1.1 Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat dalam aktivitas pemerintahan merupakan kewajiban 
dalam konteks kehidupan bernegara. Sebab dalam paham negara demokrasi, 
kedaulatan berada di tangan rakyat. Karena itu, pemerintah di dalam menjalankan 
tugas dan wewenangnya dituntut untuk memenuhi hak-hak rakyat. Lebih dari itu, 
rakyat juga wajib berpartisipasi terhadap jalannya pemerintahan. Sebagaimana 
ditulis oleh Wasistiono (2002: 56) bahwa pada negara demokrasi, rakyat sebagai 
pemilik kedaulatan adalah sekaligus pemegang saham (stakeholder) di dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
Rakyat tidak hanya sebatas menerima hak-haknya, tetapi juga dituntut 
untuk dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dinilai mempunyai 
kontribusi yang cukup penting untuk menciptakan pelayanan publik yang 
berkualitas. Hal ini berkaitan dengan pendapat Ndraha (1997: 86) yang 
menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah sejajar 
dengan hubungan antara produsen dengan konsumen, maka yang mengetahui 
kualitas output (produk) yang akan dijual kepada konsumer (masyarakat) tentunya 
para pembeli sekaligus pemakai produk. Perbaikan terhadap kualitas produk dapat 
terlaksana bila terdapat ruang kontrol atau evaluasi oleh rakyat sebagai konsumer. 
Pada hakikatnya pengawasan masyarakat terkait dengan hubungan antara 
rakyat dengan pemerintah. Dikatakan oleh Ndraha (1998: 34) bahwa rakyat 
sebagai konsumer dari produk pemerintahan memiliki sifat konsumeristik, yaitu 
hak untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk pemerintahan dan 
pembangunan. Konsekuensinya adalah rakyat berhak untuk mendapat pelayanan 
yang berkualitas serta hak untuk memperjuangkan pelayanan itu sendiri. Lebih 
dari itu, rakyat dapat meminta kompensasi atau ganti rugi jika pelayanan yang 
diberikan pemerintah tidak memuaskan. Rakyat sebagai konsumer berkedudukan 
atau bersikap sebagai konsumen, penanggung dampak dan pembayar risiko 
terhadap produk-produk pemerintah. Dalam hal ini kontrol sosial dapat dilakukan 
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oleh siapa pun yang berkepentingan terhadap organisasi atau kelompok 
masyarakat, baik kontrol internal maupun kontrol eksternal.  
 Pengawasan masyarakat dalam sektor pemerintahan memiliki keterkaitan 
yang erat dengan akuntabilitas publik. Sebagaimana dikemukakan oleh Islamy 
(1998: 15) bahwa akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses 
penyelenggaraan pemerintahan. Ia dibutuhkan karena aparatur pemerintah harus 
mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaan kepada publik organisasi 
tempat kerjanya. Persoalan akuntabilitas publik menyangkut kewajiban 
penyelenggara pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat 
luas tentang apa yang dilakukan sebagai konsekuensi dari mandat yang diberikan 
oleh masyarakat. Untuk menjamin pelayanan publik sesuai dengan harapan 
masyarakat dan pemberi pelayanan dapat mempertanggungjawabkan pelayanan 
yang diberikannya maka perlu adanya legalitas yang mengatur pengawasan 
masyarakat. 
 
2.1.2 Teori Ko-Produksi dalam Pelayanan Publik 
Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting untuk mendorong 
kinerja dan kualitas pelayanan publik. Sebagaimana dijelaskan dalam teori co-
production bahwa pemerintah dan masyarakat saling mendukung dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Pemberian layanan, baik sebagai sebuah 
penataan maupun proses, di mana pemerintah dan masyarakat membagi tanggung 
jawab (conjoint responsibility) dalam menyediakan pelayanan publik (Marschall, 
2004: 232). Sehingga di sini tidak perlu lagi membedakan warga masyarakat sebagai 
pelanggan tradisional dengan pemerintah sebagai penyedia layanan. Kedua pihak 
dapat bertindak sebagai bagian dari pemberi layanan. 
Secara singkat, teori co-production dalam pelayanan publik dapat 
dipahami dengan memahami konsep-konsep pelanggan dan produksi di sektor 
publik, yaitu consumer produser, regular producer dan co-production. Konsep 
dasarnya yaitu peran pemerintah sebagai penyedia layanan umum dan peran 
warga masyarakat sebagai pengguna atau penerima layanan sekaligus peran dalam 
membantu penyelenggaraan pelayanan publik (co-producer). Dalam hal ini co-
production memerlukan kedua pihak berkontribusi input pada proses produksi 
untuk barang dan jasa tertentu. Dengan kata lain, dalam banyak pelayanan, proses 
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produksi output dan outcome memerlukan partisipasi aktif dari penerima layanan 
barang dan jasa. Warga atau sebagian dari warga masyarakat yang terlibat dalam 
penyelenggaraan pemberian layanan umum, sebagai bentuk partisipasi. 
Keterlibatan warga dalam memproduksi layanan, yang seharusnya dilakukan oleh 
pemerintah, adalah termasuk kegiatan ko-produksi dalam pelayanan umum.  
Kepuasan masyarakat atas pelayanan publik merupakan hasil yang 
dirasakan atas penggunaan produk dan jasa, sama atau melebihi harapan yang 
diinginkan. Untuk mengetahui hasil yang dirasakan masyarakat sebagai pelanggan 
melebihi atau kurang dari harapan yang dinginkan  maka dapat menggunakan 
metode yang dikemukakan oleh Kotler (2007: 179-180). Metode tersebut adalah 
1) sistem pengaduan; 2) survei pelanggan; dan 3) panel pelanggan.  
Di sinilah pentingnya pelembagaan maklumat pelayanan (service charter) 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kontrak pelayanan adalah suatu 
pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan 
pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Kebutuhan dan kepentingan 
masyarakat yang menerima pelayanan harus menjadi pertimbangan utama dalam 
penyelenggaraan pelayanan dasar. Kusumasari (2005: 87-98) menyebutkan 
beberapa keuntungan melakukan pelembagaan kontrak pelayanan. Jika kontrak 
pelayanan telah disusun bersama penyelenggara, maka masyarakat memiliki hak 
untuk mengawasi pelayanan publik.  Dengan demikian tampak jelas bahwa ruang 
bagi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik haruslah 
terbuka terutama dalam pengawasan penyelenggaraannya. 
2.2 Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat 
2.2.1 Pelayanan Publik 
Dalam kepustakaan istilah pelayanan publik berkaitan dengan pelayanan 
yang disediakan untuk kepentingan masyarakat umum. Pamudji (1994: 21) 
mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan pemerintah yang bertujuan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang barang dan jasa. Ditambahkan 
oleh Djaenuri (1995: 15) yang mendefinisikan pelayanan publik sebagai kegiatan 
yang merupakan perwujudan dari tugas umum pemerintahan mengenai bidang 




Sejalan dengan pandangan di atas, UU No. 25 tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik memberikan pengertian pelayanan publik sebagai kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa yang dimaksud penyelenggara 
pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 
publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. Termasuk dalam pengertian ini adalah satuan organisasi 
kementrian dan non kementrian, sekretariat lembaga tinggi negara, dan institusi 
pemerintah lainnya, baik di pusat dan di daerah termasuk BUMN dan BUMD. 
Pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi sejumlah hak-hak dasar 
warga negara. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan pendekatan berbasis 
hak atau yang dikenal sebagai Right Based Approach atau disingkat RBA 
(Ljungman, 2004: 6). Pendekatan berbasis hak melihat bahwa pemerintah punya 
kewajiban untuk memenuhi sejumlah hak-hak dasar warga negara seperti hak atas 
pangan, kesehatan, pendidikan, informasi, dan partisipasi. Warga negara 
mempunyai landasan untuk mengklaim hak-hak dasarnya dan adalah kewajiban 
negara untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut dan memberikan akses kepada 
warga negaranya untuk merealisasikannya dalam kerangka perlindungan dan 
pemenuhan hak asasi manusia. Sebagai bagian penting dalam kerangka ini, RBA 
memberikan tekanan kepada akuntabilitas dari penentu kebijakan dan aktor-aktor 
lainnya dalam pembangunan yang dalam melakukan kegiatannya itu dapat 
menyebabkan dampak terhadap hak-hak dasar seseorang (Nyamu-Musembi dan 
Cornwall, 2004: 3-4).  
Menurut UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ruang lingkup 
pelayanan publik secara garis adalah sebagai berikut, yaitu 1) Pelayanan 
administratif; 2) Pelayanan barang; dan 3) Pelayanan jasa. Ruang lingkup 
pelayanan yang dimaksud UU No. 25 tahun 2009 di atas meliputi pendidikan, 
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, 
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lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, 
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 
 Dengan memperhatikan organisasi yang menyelenggarakannya maka 
pelayanan publik dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (Ratminto dan 
Winarsih, 2006: 8): 1) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
dan bersifat primer; 2) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah 
dan bersifat sekunder; dan 3) Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh privat.  
Berdasarkan uraian di atas, maka pelayanan publik atau pelayanan umum 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala bentuk pelayanan, baik dalam 
bentuk barang atau jasa, pelayanan sipil, dan pelayanan administratif, yang pada 
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
pusat, di daerah, dan lingkungan BUMN atau BUMD, dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
 
2.2.2 Pelayanan Kesehatan 
Pelayanan merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan kesehatan 
adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus disediakan atau dikontrol 
pemenuhannya oleh pemerintah. Tetapi peran pemerintah tidak hanya sebatas 
pada aspek pemenuhan kebutuhan tersebut. Pemerintah juga perlu memperhatikan 
kualitas atau mutu pelayanan yang diberikan oleh organisasi pelayanan kesehatan. 
Oleh karena itu kinerja pelayanan kesehatan menjadi semakin penting 
keberadaannya,  baik dalam pelayanan dasar maupun pelayanan rujukan. 
Upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas pelayanan adalah dengan 
melakukan standarisasi dalam pelayanan kesehatan. Dalam PP No. 10 tahun 2000 
dijelaskan bahwa standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan 
termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak 
terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, 
lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
pengalaman, yaitu perkembangan masa kini dan masa yang akan datang, untuk 
memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. Dalam UU No. 32 tahun 1992 pasal 
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53 ayat 2 juga disebutkan bahwa standar adalah pedoman yang harus 
dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi dengan baik. 
 Berkaitan dengan itu Schroeder (2002: 31) menilai pentingnya keberadaan 
standar dalam pelayanan kesehatan dengan memberikan manfaat, antara lain 
untuk mengurangi terjadinya penyimpangan, merupakan persyaratan profesi, 
dasar untuk mengukur mutu. Ditetapkannya standar juga akan menjamin 
keselamatan pasien dan petugas penyedia pelayanan kesehatan Berkurangnya 
penyimpangan dalam pelayanan kesehatan akan meningkatkan konsistensi, 
mengurangi morbiditas dan mortalitas pasien, meningkatkan efisiensi, dan 
memudahkan petugas dalam pelayanan. Terdapat tiga jenis standar yang telah 
dikenal dengan baik,  ketiganya yaitu 1) Standar struktur, yaitu sumber daya 
manusia, uang, material, dan mesin; 2) Standar proses, yaitu tahapan kegiatan 
yang dilakukan dalam pelayanan; dan 4) Standar hasil, yaitu hasil-hasil (outcome) 
yang diharapkan. 
Selanjutnya menurut Berwick (dalam Koentjoro, 2007: 4) untuk 
melakukan perbaikan mutu pelayanan kesehatan perlu diperhatikan empat tingkat 
perubahan, yaitu 1) Pengalaman pasien dan masyarakat; 2) Sistem mikro 
pelayanan; 3) Sistem  organisasi pelayanan kesehatan; dan 4) Lingkungan 
pelayanan kesehatan. Di samping harus memiliki tujuan yang jelas dan 
komprehensif, pelayanan kesehatan harus berfokus pada pelanggan. Pengalaman 
pasien dan masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan kesehatan harus 
mendapat perhatian utama sehingga kebutuhan, harapan, dan nilai pelanggan 
dapat dipenuhi oleh organisasi pelayanan kesehatan. Mekanisme untuk mengenal 
adanya perubahan kebutuhan, harapan, dan nilai perlu adanya pengelolaan 
organisasi pelayanan kesehatan, demikian juga mekanisme untuk mengelola 
pengalaman pelanggan. Sehingga organisasi pelayanan kesehatan akan mampu 
memberikan yang terbaik kepada pasien dan masyarakat.  
Pengelolaan terhadap pengalaman pelanggan dapat terlaksana dengan baik 
jika dilakukan perubahan dan perbaikan pada sistem mikro pelayanan, sistem 
organisasi pelayanan kesehatan, dan lingkungannya. Pelayanan kesehatan harus 
fokus pada pelanggan, pelayanan yang berkoordinasi dengan baik, efisien dan 
sederhana, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Semuanya itu terkait 
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dengan 10 aturan dasar pelayanan pelanggan, yaitu (Berwick dalam Koentjoro, 
2007: 6): 1) Hubungan yang berkesinambungan dengan pelanggan; 2) Pelayanan 
yang customized terhadap kebutuhan, nilai, dan harapan pelanggan; 3) Pelanggan 
sebagai sumber pengendali; 4) Keterbukaan informasi; 5) Pengambilan keputusan 
berdasarkan bukti; 6) Memberikan jaminan keamanan; 7) Transparan; 8) 
Kebutuhan pelanggan senantiasa diantisipasi; 9) Efisien; dan 10) Kerja sama antar 
petugas kesehatan merupakan prioritas. 
Lebih luas lagi, Wiyono (dalam Madiar, 2003: 95) menyatakan bahwa 
kepuasan pelanggan rumah sakit atau organisasi pelayanan kesehatan lainnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: 1) Pendekatan dan perilaku petugas, 
perasaan pasien, terutama saat pertama kali datang; 2) Mutu informasi yang 
diterima seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat diharapkan; 3) Prosedur 
perjanjian; 4) Waktu tunggu; 5) Fasilitas umum yang tersedia; 6) Fasilitas 
perhotelan yang tersedia untuk pasien seperti mutu makanan, privasi, dan 
pengaturan kunjungan; dan 7) Outcome terapi dan perawatan yang diterima. 
 Dengan demikian hal yang utama perbaikan mutu dan kinerja pelayanan 
kesehatan adalah kepedulian terhadap pelanggan. Pelanggan menjadi fokus 
pelayanan. Pasien sebagai pelanggan tidak hanya ingin penyembuhan dari sakit  
yang diderita, tetapi juga merasakan dan menilai bagaimana ia diperlakukan 
dalam proses pelayanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan persepsi apakah 
kebutuhan dan harapan tersebut dipenuhi atau tidak, yang akan menghasilkan 
kepuasan atau ketidakpuasan. Ungkapan dari rasa kepuasan atau ketidakpuasan 
dapat diakukan berupa tindakan untuk datang kembali, memberikan pujian, 
mengajukan komplain atau keluhan, atau menceritakan apa yang dialaminya 
kepada orang lain. 
 
2.2.3 Pusat Kesehatan Masyarakat 
Pasal 14 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 menyebutkan bidang kesehatan 
sebagai salah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 
Salah satu upaya pemerintah kabupaten/kota dalam penanganan bidang kesehatan 
adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat atau 
disingkat Puskesmas dan jaringannya. Puskesmas merupakan ujung tombak 
pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas diposisikan sebagai unit pelaksana di 
14 
 
tingkat kecamatan yang melaksanakan tugas-tugas operasional pembangunan 
kesehatan di kabupaten/kota. Puskesmas memiliki fungsi pusat penggerak 
pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, serta 
pusat pelayanan kesehatan strata pertama.  
Tinjauan mengenai Puskesmas merujuk pada Kepmenkes No. 128 tahun 
2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Kinerja pelayanan Puskesmas sebagai 
pemberi layanan dasar senantiasa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Upaya 
perbaikan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas dilakukan dengan dikenalnya 
total quality management pada tahun 1994. Selanjutnya program akreditasi 
dilakukan terhadap Puskesmas sejak tahun 1995. Untuk membantu proses 
persiapan akreditasi dilakukan berbagai pelatihan akreditasi oleh Balai Pelatihan 
Kesehatan. Di samping akreditasi, penerapan sistem manajemen mutu mengikuti 
standar ISO 900:2000 mulai dilakukan di Puskesmas untuk menjawab tantangan 
global. Perbaikan mutu pelayanan klinis pada tahun 2002 dilakukan sebagai 
strategi awal penerapan tata pengaturan klinis (clinical governance) dalam bentuk 
Sistem Pengembangan Manajemen Kinerja Klinis (SPMKK). Perbaikan tersebut 
dilakukan dengan bantuan fasilitas dari WHO. Kepmenkes No. 836 tahun 2005 
Tentang SPMKK yang kemudian berubah menjadi Pengembangan Manajemen 
Kinerja (PMK) perawat dan bidan diangkat sebagai kebijakan nasional untuk 
meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan kebidanan dan keperawatan di 
Puskesmas dan rumah sakit. Berikut ini adalah struktur organisasi Puskesmas 




























2.3 Hasil Studi Pendahuluan 
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementrian PAN 
bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit 
(GTZ) (2004) melaksanakan proyek yang disebut Support for Good Governance 
(SfGG). Proyek tersebut berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 
melalui partisipasi masyarakat. Metode yang dirancang adalah dengan 
memfasilitasi berlangsungnya komunikasi antara dua pihak, yaitu antara penyedia 
layanan dengan pengguna pelayanan. Untuk membuka peluang bagi masyarakat 
untuk bersuara metode ini menawarkan cara mendengarkan pengaduan atau 
keluhan masyarakat melalui survei pengaduan. Keterbatasan studi ini pada peran 
masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan, belum mengkaji 
keterlibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan. Meskipun 
demikian pengelolaan pengaduan dapat dijadikan titik tolak bagi partisipasi 
masyarakat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan.  
Studi yang dilakukan oleh Dharmadi (2008) menunjukkan bahwa 
pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas tidak hanya pemberian obat, tetapi 
juga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina kesehatan akan 
melaksanakan tugas sebagai promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan, 
proteksi spesifik dan deteksi dini penyakit. Partisipasi masyarakat untuk 
membangun kemandirian dalam memelihara kesehatannya masih kurang sehingga 
paradigma sehat pada kehidupan masyarakat masih jauh dari harapan. Akan tetapi 
studi yang dilakukan masih terbatas pada hasil kajian atau pemikiran, belum 
menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
kesehatan di Puskesmas. 
Studi selanjutnya dilakukan oleh Arenawati (2011) tentang citizen’s 
charter dalam menciptakan pelayanan prima di Puskesmas Kecamatan Serang, 
Kota Serang. Berdasarkan studi ini diperoleh kesimpulan bahwa citizen’s charter 
dalam bentuk dokumen di Puskesmas Kecamatan Serang belum ada, tetapi dalam 
prakteknya unsur-unsur yang merupakan bagian dari citizen’s charter sebagian 
besar sudah diaplikasikan dalam bentuk: janji pelayanan dalam visi dan misi, 
penerapan standar pelayanan minimal, alur pelayanan, peraturan tentang tarif atau 
retribusi dan tersedianya kotak saran dan nomor telepon untuk menampung 
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keluhan, kritik dan saran. Namun demikian, studi ini belum menunjukan 







3.1. Desain  Penelitian 
  Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif, di mana data penelitian yang dikumpulkan di lapangan dijadikan dasar 
untuk menggali informasi tentang karakteristik obyek yang diperoleh dari 
berbagai sumber data. Data yang telah dikumpulkan tersebut lalu disusun, 
dianalisis dan dijelaskan serta disimpulkan. Penelitian deskriptif merupakan 
penelitian non-hipotesis yang bertujuan menggambarkan keadaan atau status 
fenomena, di mana peneliti hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan 
dengan keadaan sesuatu (Arikunto, 2005). Penggunaan pendekatan kualitatif 
dalam penelitian ini adalah mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang 
berlaku. Menurut Whitney dalam Moh. Nazir (2003) bahwa metode deskriptif 
kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.  
Pada tahun pertama, metode yang digunakan adalah telaah dokumen dan 
wawancara mendalam. Hasil penelitian yang diharapkan pada tahun pertama 
adalah gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan berdasarkan telaah 
dokumen di Puskesmas, hasil pengamatan, dan wawancara mendalam dengan 
beberapa informan kunci. Obyek yang diamati adalah sejauh mana keikutsertaan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dapat dibagi ke 
dalam ketiga proses penyelenggaraan layanan. Pertama, partisipasi dalam proses 
perencanaan penyelenggaraan layanan; kedua, dalam partisipasi dalam proses 
pelaksanaan penyelenggaraan layanan publik hubungannya dengan pengawasan; dan 
ketiga, partisipasi dalam evaluasi penyelenggaraan layanan.  
Penelitian juga bermaksud mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 
Puskesmas. Sebagai luaran, hasil dari penelitian tahap pertama ini akan dimuat 
dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan, Jurnal Ilmu Administrasi Publik atau Jurnal 
Kebijakan Publik nasional. 
Pada tahap kedua, peneliti akan melakukan strategi eksploratif sekuensial 
pada Puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Fokus utama dari strategi ini adalah 
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mengeskplorasi suatu fenomena (Creswell, 2010). Metode yang digunakan adalah 
pengamatan lapangan dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul 
dikategorisasi, dipetakan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. 
Hasilnya adalah konstruksi model yang dapat mewadahi keikutsertaan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.  Aspek-aspek yang 
akan tergambarkan di sini adalah sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh 
Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dalam rangka 
mengembangkan sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang 
adil, transparan, dan akuntabel.  
3.2. Lokasi dan Responden Penelitian 
Penelitian dilakukan di 5 (lima) lokasi Puskesmas di Kota Tangerang 
Selatan yaitu Pamulang, Ciputat Timur, Rengas, Benda Baru dan Setu. Dalam 
menentukan responden penelitian ini menggunakan teknik snow balling. 
Pengambilan keputusan tentang banyaknya sumber data dilakukan atas dasar 
“triangulasi” (peneliti - objek - kondisi), sampai memperoleh informasi 
secukupnya yang relatif sama. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dan 
informasi dari responden melalui wawancara mendalam. Responden meliputi 
aparatur pemerintah daerah (dinas kesehatan, kepala Puskesmas, dan petugas 
Puskesmas) Kota Tangerang Selatan, wakil kelompok/organisasi profesi/Lembaga 
Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan publik, kader kesehatan, 
dan pengguna layanan Puskesmas.  
3.3.Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
3.3.1. Sumber dan Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 (tiga) sumber 
utama, yaitu: 
a) Person, subyek yang menjadi tempat bagi peneliti bertanya mengenai 
variabel yang akan diteliti, dalam hal ini adalah stakeholders yang terlibat 
dalam penataan organisasi pemerintahan. 
b) Paper, sumber data kertas yang menjadi tempat bagi peneliti membaca dan 
mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data penelitian. Sumber 
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data dapat berupa website, arsip, pedoman, surat keputusan, dan laporan-
laporan yang menyangkut penataan organisasi. 
c) Place, menunjuk pada lokasi di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat 
yang berhubungan dengan data penelitian. 
Sedangkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibedakan menjadi  
dua jenis, yaitu: 
a) Data primer, yaitu keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh 
langsung dari responden melalui wawancara pihak-pihak yang terkait 
dengan unit analisis yaitu pihak-pihak yang relevan dengan penelitian, 
baik langsung maupun tidak langsung. 
b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari website, arsip, pedoman, 
surat keputusan, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen lainnya yang 
berasal dari instansi yang terkait dengan penelitian ini. 
3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mengumpulkan berbagai data dan informasi maka teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a) Wawancara 
Dalam wawancara mendalam, peneliti menggunakan pedoman wawancara. 
Peneliti memiliki keleluasaan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada 
informan yang sifatnya terbuka sehingga jawaban yang dihasilkan dari 
wawancara tersebut tidak terbatas dalam lingkup konteks permasalahan 
penelitian. 
b) Dokumentasi  
Pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat 
dokumen-dokumen yang relevan, yaitu berupa arsip, pedoman, surat 
keputusan, dan laporan-laporan serta bahan-bahan lain yang berkaitan 
dengan penataan organisasi. 
c) Observasi 
Observasi dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk menyajikan 
perilaku atau kejadian yang benar-benar nyata, memahami  dan  mengerti 
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keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 
Puskesmas. Melalui observasi maka data yang diperoleh dan disajikan 
sesuai dengan keadaan di lapangan penelitian.  
3.4. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini memakai teknik analisis data kualitatif. Data yang 
diperoleh akan diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu: pertama,  
membuat rencana analisis data; kedua,  mengolah data; ketiga,  menganalisis data; 
keempat,  menafsirkan data; dan kelima,  menyimpulkan data. 
Dalam melakukan analisis, data penelitian terlebih dahulu dikumpulkan 
melalui pengamatan (observasi), wawancara (interview), dan dokumentasi. 
Langkah selanjutnya data diolah dan interpretasikan berdasarkan hasil 
pengamatan, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan di antara ketiganya. 
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah keseluruhan data yang terkumpul dinilai 
dan selesai ditafsirkan. 
Untuk menguji keakuratan data dan informasi, peneliti melakukan 
triangulasi  yaitu mempelajari gejala dari berbagai sudut dan melakukan pengujian 
temuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan  berbagai teknik. 
Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan 
dengan memanfaatkan sumber, metode, konfirmasi teori, peraturan pemerintah 
dijadikan acuan. Untuk memilah kerancuan informasi dan data dan  memberi 
makna pada data  tersebut, peneliti mengacu kepada teori-teori ilmu pemerintahan 
ilmu administrasi negara dan yang relevan. Telaah teori dilakukan terhadap  
informasi dan data dari informan yang saling bertentangan dan yang menyimpang. 
Berdasarkan seluruh analisis hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota Tangerang Selatan, 






 HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
4.1.1. Gambaran Kota Tangerang Selatan 
4.1.1.1. Kondisi Geografis 
Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada 
2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Pembentukan daerah otonom baru 
Kota Tangerang Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang dilakukan 
dengan tujuan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kota 
Tangerang Selatan sebagai salah satu Kota/Kabupaten di lingkungkan Pemerintah 
Provinsi Banten, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi 
Jawa Barat.  
Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:  
1) Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang  
2) Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang 
Selatan  
3) Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Tangerang 
Selatan  
Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang 
Gambar 4.1 




Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 14.719 ha. Dengan letak 
daerah yang begitu strategis dan potensi fisik yang dimiliki, Kota Tangerang 
Selatan diharapkan mampu menjadi kota yang cepat berkembang dan mampu 
bersaing dengan kota atau kabupaten lainnya di Indonesia. 
Tabel 4.1 
Potensi Fisik Dasar Kota Tangerang Selatan 
No. Potensi Fisik Dasar Keterangan 
1 Luas Wilayah 147,19 Km2 atau 14.719 Ha  
2 Letak Geografis 
10638’ - 10647’ BT dan 0613’30”- 
0622’30” LS 
3 Batas Wilayah   
  - Sebelah Utara 
Kota Tangerang dan Provinsi DKI 
Jakarta 
  - Sebelah Timur 
Provinsi DKI Jakarta & Kota 
Tangerang Selatan 
  - Sebelah Selatan 
Kota Tangerang Selatan dan 
Kabupaten Bogor  
  - Sebelah Barat Kabupaten Tangerang  
4 Wilayah Pemerintahan   
  - Kecamatan  7 Kecamatan  
  - Kelurahan  49 Kelurahan  
  - Desa  5 Desa  
Sumber: - Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 
               - RJPMD Tangerang Selatan, 2010 
 
4.1.1.2. Administrasi Pemerintahan 
Secara administratif, Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan, 49 
kelurahan dan 5 desa.  
Tabel 4.2 




Persentase terhadap luas 
kota 
1 Serpong 2.404 16,33% 
2 Serpong Utara 1.784 12,12% 
3 Ciputat 1.838 12,49% 
4 Ciputat Timur 1.543 10,48% 
5 Pamulang 2.682 18,22% 
6 Pondok Aren 2.988 20,30% 
7 Setu 1.480 10,06% 
Kota Tangerang Selatan 14.719 100,00% 
Sumber : Hasil Olah Potensi Desa Tahun 2006 dalam Kompilasi Data untuk 
Penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan (2008) 
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Struktur ruang wilayah Kota Tangerang selatan merupakan kerangka 
sistem pusat–pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki satu dengan yang 
lain terkait secara fungsional yang dihubungkan oleh sistem jaringan sarana 
prasarana kota. Rencana struktur ruang kota diwujudkan berdasarkan arahan 
pengembangan sistem pusat pelayanan kota dan arahan sistem prasarana 
perkotaan dan aspek kependudukan mempengaruhi dalam pembangunan wilayah. 




Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan Kota Tangerang Selatan 
 
 
4.1.1.3. Kondisi Demografi 
Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah penduduk yang relatif meningkat 
dari tahun ke tahun, berdasarkan hasil sensus penduduk 10 (sepuluh) tahunan 
yang dilakukan oleh BPS, jumlah sementara penduduk Kota Tangerang Selatan 
tahun 2010 sebanyak 1.303.569 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 
658.701 jiwa atau sebesar 50,53% dan penduduk perempuan sejumlah 644.868 
jiwa atau sebesar 49,47%. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan 
Pondok Aren dengan jumlah penduduk sebesar 307.154 jiwa atau sebesar 23,56%, 
sedangkan Kecamatan Setu merupakan kecamatan yang memiliki jumlah 
penduduk terkecil, yaitu sebesar 64.985 jiwa atau 4,99%. Penduduk Kota 

















Peningkatan pertumbuhan periode 2009-2010 merupakan pertumbuhan tertinggi 
dari 3 (tiga) periode sebelumnya. 
Tabel 4.3  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 
Kota Tangerang Selatan 
 






1 Serpong 68.129 69.269 137.398 98,35 
2 Serpong Utara 62.889 63.402 126.291 99,19 
3 Setu 33.260 31.725 64.985 104,84 
4 Pamulang 146.141 142.370 288.511 102,65 
5 Ciputat 99.387 96.513 195.900 102,98 
6 Ciputat Timur 93.057 90.273 183.330 103,08 
7 Pondok Aren 155.838 151.316 307.154 102,99 
Jumlah 658.701 644.868 1.303.569 102,15 
Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2010 (BPS, 2010) 
 
Dengan luas wilayah sekitar 147,19 Km2 , maka kepadatan penduduk Kota 
Tangerang Selatan pada tahun 2010 sebesar 8.856 jiwa per kilometer persegi, hal 
ini berarti bahwa setiap satu kilometer persegi dihuni sekitar 8.856 orang. 
Kepadatan terbesar berada pada Kecamatan Ciputat Timur, yaitu 11.881 orang per 
kilometer persegi, sedangkan terkecil terdapat di Kecamatan Setu sebesar 4.291 
orang per kilometer persegi. Kepadatan tahun 2010 ini pun meningkat sebesar 
12,03% dari tahun 2009. 
Gambar 4.3 















Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010















2010 1.303.569 8.856 12,04 
2009 1.163.483 7.905 8,10 
2008 1.076.302 7.312 2,37 
2007**) 1.051.374 7.143  
 Angka tahun 2010 adalah data hasil Sensus Penduduk 
Tahun 2010 (BPS, 2010) 
 
4.1.2. Gambaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 
4.1.2.1. Pembangunan Kesehatan Kota Tangerang Selatan 
4.1.2.1.1. Visi 
Visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang selatan berpedoman pada visi 
kesehatan nasional dan provinsi. Visi pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan 
Kota Tangerang selatan mencanangkan : Untuk mewujudkan visi pembangunan 
kesehatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan telah menetapkan 
visinya yaitu : 
”Rakyat Tangerang Selatan Mandiri dalam Hidup Sehat” 
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan 3 (tiga) misi 
pembangunan kesehatan sebagai berikut : 
1) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu dan 
terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 
2) Mendorong kemandirian masyarakat melalui peningkatan Pemberdayaan 
Kesehatan Individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya 
3) Meningkatkan kemitraan dengan seluruh pelaku di bidang kesehatan 
Melalui visi ini diharapkan pada tahun 2012 gambaran masyarakat di Kota 
Tangerang Selatan di masa depan ditandai dengan penduduknya yang hidup 
dalam lingkungan dan perilaku hidup sehat, memiliki kemampuan untuk 
menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta 
memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Kota 
Tangerang Selatan, yang tentunya diperlukan dukungan dan kerja sama oleh 




Dalam Upaya mencapai Visi Pembangunan Kesehatan di Kota Tangerang 
Selatan, maka di tetapkan Misi Pembangunan di Bidang Kesehatan yang mengacu 
pada Visi Pembangunan Kesehatan di Provinsi Banten di antaranya : 
1) Meningkatkan kemampuan Pengetahuan masyarakat dan tenaga kesehatan 
2) Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan  
3) Meningkatkan kemampuan perlindungan, deteksi dini dan penanggulangan 
penyakit menular dan tidak menular  
4) Meningkatkan jejaring kemitraan Bidang Kesehatan.  
 
4.1.2.2. Jenis Pelayanan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan 
Jenis pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas di Kota 
Tangerang Selatan diatur melalui Perda No. 16/2011. Pelayanan kesehatan yang 
dimaksud meliputi Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan 
Masyarakat. Pelayanan Kesehatan Perorangan sebagaimana terdiri dari : 
A. Pelayanan rawat jalan, meliputi : 
1. konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan; 
2. pemeriksaan fisik; 
3. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, 
radiodiagnostik);  
4. pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut; 
5. pemeriksaan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB); 
6. pelayanan kesehatan rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit; dan 
7. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai. 
B. Pelayanan rawat inap, meliputi: 
1. akomodasi penderita/ pasien; 
2. pemeriksaan fisik; 
3. tindakan medis; 
4. pemeriksaan penunjang medis (laboratorium, elektromedis, dan 
radiodiagnostik); 
5. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan 
6. rujukan ke rumah sakit. 
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C. Pelayanan kebidanan, meliputi : 
1. Pelayanan kebidanan yang dapat dilaksanakan di rumah pasien maupun di 
sarana kesehatan baik Puskesmas, Puskesmas Dengan Tempat Perawatan, 
Puskesmas, Pembantu dan Puskesmas Keliling serta Bidan Kelurahan. 
2. Jenis pelayanan kebidanan yang diberikan, meliputi: 
a. pemeriksaan kebidanan dan persalinan; 
b. pertolongan persalinan/tindakan medis persalinan; 
c. pemeriksaan laboratorium bila diperlukan; 
d. akomodasi penderita/pasien; 
e. perawatan ibu dan bayi baru lahir; 
f. pemberian obat dan bahan habis pakai; dan 
g. rujukan ke Puskesmas dan rumah sakit bila diperlukan. 
Sedangkan pelayanan kesehatan lainnya adalah pelayanan kesehatan yang 
dilaksanakan di Puskesmas, di luar pelayanan kesehatan perorangan yaitu: 
1. promosi kesehatan; 
2. penyehatan lingkungan; 
3. peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana; 
4. perbaikan gizi masyarakat; 
5. pencegahan dan pemberantasan penyakit; 
6. kesehatan jiwa masyarakat; 
7. surveilans penyakit dan surveilans gizi; dan  
8. pelayanan kesehatan lainnya. 
4.1.2.2.1. Asas-asas Penyelenggaraan Puskesmas 
Berdasarkan fungsi Puskesmas maka dikembangkan asas-asas 
penyelenggaraan Puskesmas yang meliputi: 
A. Asas pertanggungjawaban wilayah 
Puskesmas bertanggung jawab meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerjanya dengan cara: 




2. Memantau dampak berbagai upaya pembangunan terhadap kesehatan 
masyarakat di wilayah kerjanya. 
3. Membina setiap upaya kesehatan Strata Pertama yang diselenggarakan 
oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, dan 
4. Menyelenggarakan upaya kesehatan strata pertama secara merata dan 
terjangkau di wilayah kerjanya. 
B. Asas pemberdayaan masyarakat 
Puskesmas memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat agar 
berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya-upaya Puskesmas yang 
meliputi: 
1. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak di Posyandu, Polindes, dan Bina Keluarga 
Balita  
2. Upaya Pengobatan di Posyandu dan Posbindu. 
3. Upaya Perbaikan Gizi di Posyandu, Panti Pemulihan Gizi dan Keluarga 
Sadar Gizi (Kadarzi). 
4. Upaya Kesehatan Sekolah seperti kegiatan Dokter Kecil, Saka Bakti 
Husada (SBH) Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren). 
5. Upaya Kesehatan Lingkungan di Kelompok Pemakai (Pokmai) dan Desa 
Percontohan Kesehatan Lingkungan (DPKL). 
6. Upaya Kesehatan Usia Lanjut di Posbindu dan Panti Wreda. 
7. Upaya Kesehatan Kerja di Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). 
8. Upaya Kesehatan Jiwa di Posyandu dan Tim Pelaksanan Kesehatan Jiwa 
Masyarakat (TPKJM). 
9. Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional seperti Taman Obat Keluarga 
(TOGA) dan Pembinaan Pengobatan Tradisional (Batra), dan 
10. Upaya Pembinaan dan Jaminan Kesehatan (Inovatif) Dana Sehat, 
Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin). 
C. Asas Keterpaduan 
Dalam penyelenggaraan Puskesmas diperlukan keterpaduan untuk 
mengatasi keterbatasan sumber daya sehingga memperoleh hasil yang optimal 
yaitu: 
1. Keterpaduan Lintas Program 
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a. Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) meliputi Keterpaduan KIA 
dengan P2P, gizi, promosi kesehatan dan pengobatan. 
b. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi Keterpaduan Kesehatan 
Lingkungan dengan promosi kesehatan, pengobatan, kesehatan gigi, 
kesehatan reproduksi remaja dan kesehatan jiwa. 
c. Puskesmas Keliling meliputi keterpaduan pengobatan dengan 
KIA/KB, gizi, promosi kesehatan, dan kesehatan gigi. 
d. Posyandu meliputi keterpaduan KIA dengan KB gizi, P2P dan 
kesehatan jiwa, dan promosi kesehatan. 
2. Keterpaduan Lintas Sektor 
a. Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) meliputi Keterpaduan Sektor 
Kesehatan dengan camat, lurah, pendidikan dan agama. 
b. Upaya Promosi Kesehatan meliputi Keterpaduan sektor kesehatan 
dengan camat, lurah, pendidikan, agama dan pertanian. 
c. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak meliputi Keterpaduan sektor kesehatan 
dengan camat, lurah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan 
dan PKK. 
d. Upaya Perbaikan Gizi meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan 
camat, lurah, pertanian, pendidikan, agama, koperasi, dunia usaha dan 
PKK. 
e. Upaya Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan meliputi Keterpaduan 
sektor kesehatan dengan camat, lurah, tenaga kerja, koperasi, dunia 
usaha, organisasi kemasyarakatan 
f. Upaya Kesehatan Kerja meliputi Keterpaduan sektor kesehatan dengan 
camat, lurah , tenaga kerja dan dunia usaha. 
D. Asas Rujukan 
Dalam penyelenggaraan Puskesmas diperlukan rujukan untuk mengatasi 
keterbatasan kemampuan yang dimiliki Puskesmas dengan berbagai permasalahan 
kesehatan yang meliputi: 
1. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan 




b. Rujukan bahan pemeriksaan (spesimen) untuk pemeriksaan 
laboratorium yang lebih lengkap 
c. Rujukan ilmu pengetahuan antara lain mendatangkan tenaga yang 
lebih kompeten untuk melakukan bimbingan tenaga Puskesmas dan 
atau menyelenggarakan pelayanan medik di Puskesmas. 
2. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat 
Rujukan dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat 
misalnya  kejadian luar biasa, pencemaran lingkungan dan bencana. 
Puskesmas Kota Tangerang Selatan sebagai unit pelayanan kesehatan yang 
terinstitusionalisasi mempunyai peran yang besar sebagai ujung tombak pelayanan 
kesehatan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi dan perannya, secara umum 
Puskesmas di Kota Tangerang Selatan memiliki struktur organisasi sebagai 
berikut.  
Gambar 4.4 
Struktur Organisasi Puskesmas di Kota Tangerang Selatan 
 
Sumber: Standar Operasional Prosedur Dinas Kota Tangerang Selatan, 2012  
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4.2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Penyelenggaraan Layanan 
Kesehatan Puskesmas  
4.2.1. Maklumat Pelayan Puskesmas  
Berdasarkan teori ko - produksi bahwa pemerintah dan masyarakat saling 
mendukung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas. 
Pemberian layanan kesehatan, baik sebagai sebuah penataan maupun proses, di 
mana pemerintah dan masyarakat saling berbagi tanggung jawab. Oleh karena itu, 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan haruslah dilihat sebagai subyek 
sekaligus tujuan dari penyelenggaraan pelayanan. Sehingga partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilalui. Partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan akan meliputi penentuan kualitas jenis layanan 
yang diberikan, penentuan mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya 
layanan, penentuan hak dan kewajiban dari penyelenggaran maupun pengguna 
layanan, serta maknisme komplain dan penyelesaian sengketa yang 
kemumngkinan terjadi dalam layanan. Penyusunan hal-hal tersebut di atas 
haruslah tidak disusun sepihak oleh penyelenggara layanan semata, tetapi juga 
harus mengikutsertakan masyarakat.  
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96 tahun 
2012 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara 
pelayanan publik wajib menyusun maklumat pelayanan sebagai kewajiban dan 
janji penyelenggara kepada masyarakat untuk melaksanakan standar pelayanan 
dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 
Maklumat pelayanan adalah suatu pendekatan dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat perhatian. Kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat yang menerima pelayanan harus menjadi 
pertimbangan utama dalam penyelenggaraan pelayanan dasar. 
Selanjutnya, pada pasal 39 UU No. 25 tahun 1999  tentang Pelayanan 
Publik ditegaskan bahwa peran serta masyarakat dibutuhkan di seluruh proses 
penyelenggaraan pelayanan publik. Di sinilah pentingnya pelembagaan maklumat 
pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Sebagai 
konsekuensi UU No. 25 tentang Pelayanan Publik maka Puskesmas di Kota 
Tangerang Selatan harus menyusun maklumat pelayanan. Berkaitan dengan 
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maklumat pelayanan, Kusumasari (2005) mengidentifikasi beberapa keuntungan 
dengan adanya pelembagaan maklumat pelayanan, yaitu: 
a) mendorong perubahan struktur birokrasi seperti perubahan prosedur 
pelayanan dan posisi pengguna jasa; 
b) pengguna jasa layanan, civil society organization (CSO) dan media massa 
dapat melakukan peran kontrol dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
karena adanya mekanisme keluhan apabila pelayanan publik tidak sesuai 
dengan standar; 
c) mendorong perubahan mindset dan perilaku aparat birokrasi menjadi lebih 
berorientasi kepada kepentingan publik; 
d) fleksibilitas tinggi karena melibatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, 
LSM, dan DPRD dalam menyusun prosedur, peraturan dan standar kinerja 
pelayanan.  
e) melindungi masyarakat dari perilaku birokrasi yang sewenang-wenang 
maupun sikap arogansi aparat birokrasi terhadap pengguna jasa; 
f) adanya transparansi waktu, biaya dan prosedur pelayanan; 
g) adanya kejelasan SDM yang menangani suatu pelayanan dan kualitas 
SDM yang lebih baik; 
h) menciptakan etika dan budaya pelayanan yang menempatkan pengguna 
jasa sebagai subyek pelayanan 
Pada kenyataannya Puskesmas di Kota Tangerang Selatan, yaitu 
Pamulang, Ciputat Timur, Rengas, Benda Baru dan Setu, belum memiliki 
maklumat pelayanan. Belum tersedianya maklumat pelayanan menunjukkan 
adanya keterbatasan pengetahuan SDM di Puskesmas dan Dinas Kota Tangerang 
Selatan tentang UU Pelayanan Publik. pemerintah belum maksimal melakukan 
sosialisasi ke masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak mengetahui hak-haknya 
sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik 
Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa Puskesmas di Kota Tangerang 
Selatan disibukkan dengan melaksanakan tugas-tugas rutin, sehingga kurang 
mementingkan arti penting dari maklumat pelayanan. Dengan demikian maka 
penerapan maklumat pelayanan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan Puskesmas 
dan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan akan pentingnya jaminan atas 
pelayanan yang diberikan serta komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 
Padahal partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga kualitas 
pelayanan publik. Pasalnya, masyarakat secara langsung menjadi pengguna dari 
lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan publik. Oleh karena itu, 
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Puskesmas Kota Tangerang Selatan segera menyusun  maklumat pelayanan. 
Penyusunan maklumat pelayanan wajib melibatkan bersama masyarakat. 
Sehingga maka masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelayanan publik.  
Dengan demikian terdapat ruang bagi partisipasi masyarakat dalam 
penyelenggaraan layanan publik haruslah terbuka terutama dalam pengawasan 
penyelenggaraannya. Pengawasan masyarakat memegang kontribusi penting 
untuk mencegah atau memperbaiki bila terjadi penyimpangan dalam pemberian 
pelayanan. Dibutuhkan adanya mekanisme yang jelas dalam menangani 
pengaduan atau keluhan masyarakat. Sehingga pemerintah tidak hanya responsif 
tetapi juga antisipatif dalam menangani masukan dari masyarakat. Tujuannya 
tidak lain adalah memberikan pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana 
fungsi hakiki dari pemerintahan. 
 
4.2.2. Standar dan Prosedur Pelayanan Puskesmas 
UU No. 25 tahun 1999 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa 
setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan 
menerapkan standar pelayanan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak 
terkait. Standar pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan 
sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas 
pelayanan. Penerapan standar pelayanan dimaksudkan sebagai salah satu upaya 
untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan atau penurunan kinerja dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
Pada dasarnya penetapan kewenangan wajib dan standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan mengacu pada kebijakan dan strategi desentralisasi 
bidang kesehatan. Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan 
yang berhubungan dengan menetapkan kewenangan wajib dan standar pelayanan 
minimal bidang kesehatan, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 
741/Menkes/Per/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
di Kabupaten/Kota dengan tujuan: 
1) terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat dan 
stakeholder lainnya, guna kesinambungan pembangunan kesehatan; 
2) terlindunginya kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin, 
kelompok rentan, dan daerah miskin; dan 
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3) terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan. 
Permenkes di atas harus diadopsi dan diimplementasikan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan. Implementasinya 
disesuaikan dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah, dengan cara 
menetapkan standar pelayanan minimal kesehatan melalui Keputusan Kepala 
Daerah. Dengan adanya standar pelayanan minimal bidang kesehatan tersebut, 
diharapkan pelayanan kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat 
dipenuhi pada tingkat yang paling minimal sama untuk wilayah kabupaten/kota. 
Sehingga akan dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan di berbagai 
daerah, dengan masih memberikan kebebasan kepada daerah untuk menetapkan 
jenis pelayanan yang bersifat kebutuhan lokal. 
Standar pelayanan Puskesmas di Kota Tangerang Selatan mengacu pada 
pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) tahun 2012 yang diterbitkan oleh 
Dinas Kota Tangerang Selatan. Pedoman SOP berisi tentang standar pemeriksaan 
dari seluruh bidang yang berada di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan 
sebagai acuan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada 
masyarakat. 
Sesuai dengan Permenkes No. 41/Menkes/Per/VII/2008, Kota Tangerang 
Selatan menyelenggarakan pelayanan Puskesmas dengan SPM bidang kesehatan 
di kabupaten/kota. SMP kesehatan sebagaimana yang dimaksud berkaitan dengan 
pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target 
pada tahun 2010 – 2015 yang dapat digambarkan sebagai berikut. 
Tabel 4.1 
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas  
Kota Tangerang Selatan 
 




Kesehatan Dasar  
1. Cakupan kunjungan Ibu Hamil K- 4 95% pada 
tahun 2015 
2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 
80% pada tahun 2015.  
3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 
90% pada tahun 2015.  
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No. Jenis Pelayanan Indikator 
4. Cakupan Pelayanan Nifas 90% pada tahun 2015. 
5. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang 
ditangani 80% pada tahun 2010. 
6. Cakupan Kunjungan Bayi 90% pada tahun 2010. 
7. Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child 
Immunization (UCI) 100% pada tahun 2015. 
8. Cakupan pelayanan anak balita 90% pada tahun 
2010. 
9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI 
pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin 
100% pada tahun 2015. 
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 
100% pada tahun 2010. 
11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan 
setingkat 100% pada tahun 2010. 
12. Cakupan peserta KB aktif 70% 100% pada tahun 
2010. 
13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita 
Penyakit. 
14. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien 
masyarakat miskin  
2 Pelayanan Kesehatan 
Rujukan 
15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien 
masyarakat miskin 100% pada tahun 2015. 
16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang 




17. Cakupan Desa/kelurahan mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 
100% pada tahun 2015. 
4 Promosi Kesehatan 
dan Pemberdayaan 
Masyarakat  
18. Cakupan Desa Siaga Aktif  80% pada tahun 
2015. 
 
Sumber: Standar Operasional Prosedur Dinas Kota Tangerang Selatan, 
2012  
Meskipun di Puskesmas di Kota Tangerang Selatan sudah terdapat Pedoman 
SOP yang mengacu pada standar pelayanan minimal di atas, namun setiap 
Puskesmas harus memiliki standar pelayanan sendiri yang menjadi ukuran atau 
persyaratan baku yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan dan wajib 
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ditaati oleh pemberi pelayanan dan atau pengguna pelayanan, yaitu masyarakat. 
Karena pada dasarnya setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki 
standar pelayanan dan di publikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan. 
Menurut Mahmudi (2005:236) ruang lingkup standar pelayanan publik yang 
harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi: 
1) Waktu penyelesaian 
Harus menetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan termasuk prosedur 
pengaduan. 
2) Produk pelayanan 
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima sesuai 
dengan ketentuan yang tetapkan. 
3) Biaya Pelayanan 
Harus menetapkan biaya/tarif pelayanan termasuk rincian yang ditetapkan 
dalam proses pemberian pelayanan dalam peningkatan kualitas pelayanan. 
4) Sarana dan Prasarana 
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
5) Kompetensi Petugas Pelayanan 
Perlu ditetapkan standar pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 
perilaku yang dibutuhkan. 
Di samping standar pelayanan, komponen penting lain yang perlu 
diperhatikan dalam aspek perencanaan adalah adanya prosedur pelayanan. Prosedur 
pelayanan adalah tahap-tahap kegiatan yang harus dilalui oleh pengguna dan 
penyedia pelayanan. Bagaimana prosedur untuk mendapatkan pelayanan dapat dilihat 
dari alur pelayanan yang ada di Puskesmas Kota Tangerang Selatan. Prosedur adalah 
suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan 
menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang 
dilaksanakan berulang-ulang. Prosedur memiliki kegiatan penting di setiap proses 
kegiatan, terutama yang berhubungan dengan sistem pelayanan yang dilaksanakan 
oleh petugas Puskesmas. 
Pada masing-masing Puskesmas di Kota Tangerang Selatan terdapat 
prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang terdapat di Puskesmas di Kota 
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Sumber: Hasil penelitian lapangan  
Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Pamulang, 
Ciputat Timur, Rengas, Benda Baru, dan Setu telah memiliki standar pelayanan. 
Namun demikian, standar pelayanan yang dimiliki di ke 5 Puskesmas tersebut 




































standar pelayanan dipenuhi, yaitu mencakup waktu penyelesaian, produk layanan, 
biaya pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas layanan.  
Demikian pula dalam proses penyusunan standar pelayanan, Puskesmas 
Kota Tangerang Selatan belum mengikutsertakan peran masyarakat secara 
optimal. Penyusunan standar pelayanan yang ada disusun secara sepihak dengan 
merujuk pada peraturan teknis, yaitu Permenkes No. 41/Menkes/Per/VII/2008 
tentang SPM dan SOP Dinas Kota Tangerang Selatan tahun 2012. Lebih dari itu, 
pihak Puskesmas perlu menyusun standar pelayanan dalam penyusunannya 
dibutuhkan keikutsertaan masyarakat.  
Dalam penentuan standar pelayanan yang akan dijadikan acuan bagi 
pelaksanaan pelayanan Puskesmas maka partisipasi masyarakat melalui 
keterlibatan komponen masyarakat merupakan sebuah keharusan. Partisipasi 
masyarakat dalam perencanaan meliputi penentuan kualitas jenis layanan yang 
diberikan, penentuan mekanisme pemberian layanan, penentuan biaya layanan, 
penentuan hak dan kewajiban dari penyelenggaran maupun pengguna layanan, 
serta maknisme komplain dan penyelesaian sengketa. Penentuan hal-hal tersebut 
di atas haruslah tidak sepihak oleh penyelenggara semata tetapi juga harus 
meminta persetujuan dari masyarakat.  
Penyelenggara dalam proses perencanaan haruslah melibatkan masyarakat 
untuk menentukan hal -hal yang tersebut diatas. Kesepakatan yang dibuat antara 
penyelenggara layanan Puskesmas bersama dengan masyarakat tersebut perlu 
dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Maklumat pelayanan. Maklumat 
pelayanan ini akan menjadi sebuah dasar dalam penyelenggaraan pelayanan 
Puskesmas. Maklumat pelayanan memberikan jaminan atas hak-hak masyarakat 
untuk memperoleh layanan sesuai dengan kesepakatan bersama antara 
penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan. Di pihak lain, 
maklumat pelayanan juga memberikan jaminan kepada hak yang harus diterima 
penyelenggara atas pelayanan publik yang diberikannya. Pada gilirannya 
mekanisme pengawasan dalam pelayanan kesehatan di Puskemas selanjutnya 





4.3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Layanan 
Kesehatan Puskesmas  
Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan 
kesehatan puskesmas berhubungan dengan aspek pengawasan. Ruang partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan layanan harus terbuka terutama dalam 
pengawasan penyelenggaraannya. Apabila maklumat pelayanan yang telah dibuat 
bersama penyelenggara, maka masyarakat memiliki hak untuk mengawasi 
pelayanan publik. Salah satu cara membuka ruang partisipasi masyarakat dalam 
melakukan pengawasan dengan penyediaan mekanisme penanganan keluhan atau 
pengaduan dan penyelesaian sengketa baik oleh penyelenggara maupun oleh 
lembaga independen yang memiliki kewenangan atasnya.  
Pelayanan Puskesmas merupakan kebutuhan dasar yang disediakan secara 
berulang-ulang sehingga membentuk pengalaman bagi masyarakat pengguna. 
Pengalaman pasien dan masyarakat yang menjadi pengguna pelayanan Puskesmas 
harus mendapat perhatian utama sehingga kebutuhan dan harapan dapat dipenuhi 
oleh Puskesmas. Untuk mengenal adanya perubahan kebutuhan dan harapan perlu 
adanya mekanisme untuk mengelola pengalaman pelanggan. Pengelolaan 
terhadap pengalaman pelanggan dapat terlaksana dengan baik jika pelayanan 
fokus pada pelanggan, pelayanan yang berkoordinasi dengan baik, efisien dan 
sederhana, serta adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.  
Untuk mengetahui hasil yang dirasakan masyarakat sebagai pengguna 
layanan melebihi atau kurang dari harapan yang dinginkan maka dapat 
menggunakan metode yang dikenal sebagai sistem pengaduan (Kotler, 2007: 179). 
Sistem ini memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan saran, 
keluhan dan bentuk ketidakpuasan lainnya dengan cara menyediakan kotak saran. 
Setiap saran dan keluhan yang masuk harus menjadi perhatian bagi institusi 
pemberi layanan. Sebab saran dan keluhan itu pada umumnya dilandasi oleh 
pengalaman mereka dan hal ini sebagai bentuk perhatian mereka terhadap institusi 
pemberi layanan. 
Pengelolaan pengaduan dapat dijadikan instrumen bagi masyarakat untuk 
berperan serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode ini telah 
dikembangkan oleh dengan Deutsche Gesellschaft fur Technische 
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Zusammenarbeit (GTZ) dalam melaksanakan proyek yang disebut Support for 
Good Governance (SfGG) di beberapa daerah di Indonesia (Kementrian PAN dan 
GTZ, 2004: 17). Untuk membuka peluang bagi masyarakat untuk bersuara 
mekanisme ini dilakukan dengan cara mendengarkan pengaduan atau keluhan 
masyarakat melalui kotak pengaduan yang telah disediakan atau dengan survei 
pengaduan.  
Mekanisme pengaduan masyarakat tersebut dijamin dalam UU No. 25 
Tahun 2009 Pelayanan Publik dengan mengatur pemanfaatan pengaduan 
masyarakat sebagai bagian pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Lebih 
tegas lagi, pada pasal 36 ditegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban 
menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam 
pengelolaan pengaduan. Lebih lanjut, penyelenggara berkewajiban 
mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta 
sarana pengaduan yang disediakan. Penyelenggara juga berkewajiban untuk 
menindaklanjuti hasil dari pengelolaan pengaduan masyarakat. 
Dengan demikian pengaduan adalah instrumen yang dapat digunakan oleh 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas. 
Adanya mekanisme pengaduan membuka ruang bagi masyarakat untuk 
menyampaikan keluhan, kritik, masukan ataupun saran kepada institusi pemberi 
layanan. Mekanisme pengaduan sebagai sarana feedback dapat diaplikasikan oleh 
Puskesmas untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan adanya mekanisme 
pengaduan maka dapat diketahui) ada atau tidaknya keluhan terhadap pelayanan 
dan keluhan umum yang sering di terima. Pengaduan terhadap layanan yang 
diberikan dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis .  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas Pamulang, Ciputat 
Timur, Rengas, Benda Baru, dan Setu di Kota Tangerang Selatan telah 
menyediakan mekanisme pengaduan bagi masyarakat pengguna, baik secara 
langsung maupun melalui kotak pengaduan, dan telepon. Prosedur standar dalam 
penanganan keluhan pengguna layanan merujuk pada SOP Dinas Kesehatan Kota 























Sumber: Standar Operasional Prosedur Dinas Kota Tangerang Selatan, 
2012  
 
Pada kenyataannya sebagian besar masyarakat menyampaikan 
pengaduannya secara langsung kepada petugas. Langkah selanjutnya adalah 
mengetahui sejauh mana tindakan koreksi dilakukan untuk memperbaiki 
pelayanan. Pihak Puskesmas Pamulang, Ciputat Timur, Rengas, Benda Baru, dan 
Setu di Kota Tangerang Selatan sebagai pemberi layanan dituntut untuk 
melakukan evaluasi berdasarkan data yang berkaitan dengan standar, pelaksanaan 
standar dan pengaduan masyarakat. Ada tiga pernyataan yang digunakan dalam 
tindak lanjut pengaduan, yaitu 1) perbaikan standar pelayanan; 2) adanya janji 
untuk memperbaiki pelayanan; dan 3) penghargaan dan sangsi. 
Meskipun pengelolaan pengaduan telah berjalan, Puskesmas di Kota 
Tangerang Selatan perlu mengoptimalkannya dengan mengembangkan berbagi 
sarana lain yang dapat digunakan. Manajemen Puskesmas perlu mencantumkan 











mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service), 
halaman web (website), dan surat elektronik (email).  
Untuk itu mendukung hal itu, Puskesmas perlu menyosialiskan mekanisme 
pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas 
penyelesaian yang cepat dan tuntas. Kejelasan mekanisme penanganan keluhan 
dan penyelesaian sengketa dapat memberikan motivasi bagi masyarakat untuk 
melakukan pengawasan. Kejelasan mekanisme penanganan keluhan dan 
penyelesaian sengketa dapat mendorong peningkatan kualitas layanan dan 
memberikan dorongan bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. sedangkan 
di pihak lain memberikan jaminan bagi terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan 
dasar masyarakat melalui pelayanan publik. 
Dari hasil wawancara di atas partisipasi masyarakat dalam pelayanan 
puskesmas baik di dalam maupun di luar gedung diwakili oleh para kader 
kesehatan yang aktif di wadah pos pelayanan terpadu atau posyandu. Adanya 
lokakarya bulanan (Lokbul), Lokakarya Mini (Lokmin), Rakorkel sampai 
Rakorcam yang melibatkan kader kesehatan di posyandu,tokoh masyarakat dan 
pimpinan wilayah merupakan hal positif dalam menampung aspirasi dan 
pengaduan yang berkembang di masyarakat tetapi karena sifatnya komunikasi dan 
koordinasi maka masukan dan pengaduan hanya menjadi pertimbangan pihak 
pelaksana pelayanan kesehatan dalam hal ini puskesmas untuk memecahkan dan 
memutuskan sendiri solusinya tanpa masyarakat terlibat juga memutuskan dan 
ikut bertanggung jawab bersama terhadap keputusan yang sudah di ambil antara 
pemberi dan penerima layanan. 
 
4.4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Penyelenggaraan Layanan 
Puskesmas  
Masyarakat sebagai penerima layanan harus dilibatkan dalam proses 
penilaian dan evaluasi penyelenggaraan layanan karena masyarakat adalah tujuan 
dari penyelenggaraan layanan publik. Pendapat masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik merupakan komponen utama dari evaluasi 
penyelenggaraan pelayanan publik. Mekanisme yang dapat digunakan adalah 
evaluasi melalui survey indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
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layanan publik yang dilakukan secara berkala oleh Puskesmas terkait atau 
lembaga independen yang memiliki kapasitas untuk melakukan survei.  
Puskesmas di Kota Tangerang Selatan perlu melakukan survei secara 
berkala. Survei dapat dilakukan secara internal atau bekerja sama dengan  
lembaga advokasi yang bergerak di bidang pelayanan publik. Kerja sama dengan 
lembaga advokasi dipandang perlu untuk menjaga objektivitas hasil yang 
diperoleh. Dengan survei dapat diketahui berbagai keluhan, masukan atau saran 
dari masyarakat pengguna. Pelayanan yang sudah berjalan dengan baik tetap 
dipertahankan. Sedangkan pelayanan yang sering kali mendapat keluhan harus 
diperbakai. Sehingga hasil dari pengolahan pengaduan dapat dijadikan alat 
evaluasi bagi kinerja pelayanan Puskesmas. Dengan evaluasi kinerja diharapkan 
lebih memacu dan meningkatkan kinerja, terutama dalam ketaatannya 
menerapkan standar pelayanan.  
Berikut ini adalah instrumen yang dikembangkan oleh Puskemas Rengas 
bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam melakukan 
survei kepuasan masyarakat.  
Tabel 4.2 
Indikator IKM Puskesmas Rengas 
 
No Dimensi Indikator 
1. Waktu 1. Kecepatan dalam pelayanan 
2. Ketepatan waktu pelayanan 
3. Kecepatan dalam menangani tindakan medis 
2. Mekanisme 1. Kemudahan prosedur layanan 
2. Kejelasan prosedur layanan 
3. Kesesuaian informasi yang diberikan 
3. Fasilitas 1. Penataan ruang pelayanan 
2. Kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan 
3. Kelengkapan media komunikasi (TV, gambar, 
poster, alat peraga) 
4. Ruang tunggu 
5. Toilet 
6. Area parkir 
7. Mushola 
8. Kantin 
4. Profesionalisme 1. Tanggung jawab petugas dalam memberikan 
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dan Kepribadian pelayanan 
2. Kemauan membantu ketika pasien menghadapi 
kesulitan 
3. Keramahan petugas dalam melayani pasien 
4. Keterampilan petugas dalam berkomunikasi 
5. Keseriusan dalam melayani pasien 
6. Kerapian penampilan petugas  
7. Kemampuan petugas dalam memberikan 
pelayanan 
8. Kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan 
 
Sumber:  Laporan Survei Kepuasan Pelanggan UPT Puskesmas Rengas, 
2013 
 
Survei kepuasan pelanggan secara periodik menjadi penting dalam rangka 
meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Puskesmas dipandang perlu 
untuk melakukan upaya-upaya penyesuaian sistem dan tatanan layanan agar lebih 
adaptif dengan perubahan lingkungan. Penyesuaian tidak hanya dilakukan secara 
parsial yang menyangkut fungsi tertentu, tetapi dilakukan secara menyeluruh 
meliputi seluruh aspek pelayanan agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 
masyarakat. Pada titik inilah pengembangan model mewadahi partisipasi 
masyarakat secara langsung dan aktif di dalam pelayanan kesehatan Puskesmas 
perlu dilakukan agar adanya komitmen bersama tentang kesehatan antara pemberi 













1) Maklumat pelayanan belum dilembagakan dengan baik di Puskesmas Kota 
Tangerang Selatan. Padahal kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang 
menerima pelayanan harus menjadi pertimbangan utama dalam 
penyelenggaraan layanan.  
2) Meskipun demikian, maklumat pelayanan secara parsial sudah tersedia, 
seperti: 1) standar pelayanan yang mengacu pada SPM bidang kesehatan; 2) 
adanya prosedur pelayanan dibuktikan dengan adanya alur pelayanan; 3) 
kotak saran sebagai sarana untuk menampung keluhan pengguna layanan. 
3) Penyusunan standar dan prosedur pelayanan Puskesmas mengacu pada 
aturan-aturan teknis, tetapi belum melibatkan peran serta masyarakat. 
 
5.2. SARAN  
1) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pihak-pihak terkait perlu 
meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan publik, 
khususnya pelayanan kesehatan. 
2) Pemberdayaan berkaitan dengan advokasi kepada masyarakat dalam 
memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai pengguna layanan 
Puskesmas.  
3) Untuk meningkatkan kualitas layanan dibutuhkan pedoman bagi partisipasi 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kota 





RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 
  
Rencana kegiatan berikutnya yang akan dilakukan pada tahun kedua dalam 
penelitian ini (tahun 2015) di antaranya adalah sebagai berikut: 
1) Melakukan focus grup discussion (FGD) dengan pihak-pihak terkait di 
Kota Tangerang Selatan mengenai pengembangan model partisipasi 
masyarakat dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas 
2) Memfinalkan draf model layanan partisipasi masyarakat dalam pelayanan 
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PEDOMAN WAWANCARA  
PENGEMBANGAN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM  




a) Bagaimana peran yang dilakukan Dinkes Kota Tangsel dalam 
mempersiapkan instrumen bagi keperluan survei kebutuhan pengguna, 
menganalisis data hasil survei, serta menyusun draft kesepakatan berupa 
Maklumat Pelayanan? 
b) Apakah adanya uji publik terhadap Maklumat Pelayanan, talkshow, dialog 
dengan anggota DPRD, akademisi, dan masyarakat? 




a) Bagaimana masyarakat berkesempatan untuk mengetahui kebenaran isi 
standar pelayanan? (keramahan atau etika pelayanan, kepastian dan 
transparansi biaya, kepastian waktu pelayanan, kepastian prosedur, respons 
petugas terhadap keluhan warga pengguna, dukungan sarana prasarana 
pelayanan) 
b) Bagaimana mekanisme atau prosedur masyarakat dalam mengawasi 
pelaksanaan standar pelayanan? 




a) Sejauh mana perubahan cara pelayanan yang telah dilakukan setelah 
diterapkannya Maklumat Pelayanan? 
b) Bagaimana mekanisme tindak lanjut dalam penyelesaian pengaduan 
masyarakat sebagai evaluasi kinerja pelayanan? 
a) Apakah penyelenggara layanan memberikan jenis solusi atas pengaduan 
masyarakat, baik dalam bentuk agenda perbaikan kinerja dan layanan 
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